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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia serta
kecenderungan munculnya berbagai persoalan berkaitan dengan
pemilikan dan transaksi-transaksi tanah di dalam masyarakat, maka
diperlukan suatu perangkat hukum yang mampu memberikan
perlindungan baik kepada pemegang hak atas tanah maupun bagi
pihak yang memerlukan transaksi jual beli. Sehubungan dengan itu,
UUPA dalam Pasal 19 memerintahkan kepada pemerintah untuk
mengadakan pendaftaran dalam rangka menjamin kepastian hukum di
bidang pertanahan (suatu “rechtskadaster’ atau "legal cadastre”).

Sebagai implementasi dari Pasal 19 UUPA, maka oleh
pemerintah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
tentang Pendaftaran Tanah, yang disempurnakan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP Nomor 24 Tahun 1997) dan
peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
(PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997) tentang Ketentuan Peraturan
Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Pendaftaran tanah di selenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini

Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pelaksanaannya berdasarkan



Pasal 6 PP Nomor 24 Tahun 1997 dilakukan oleh Kepala Kantor

Pertanahan, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh PP

Nomor 24 Tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan ditugaskan kepada PPAT dan pejabat lainnya.

Menurut Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997 penyelenggaraan
pendaftaran tanah bertujuan:

1. untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan
hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan
rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah
dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang
bersangkutan;

2. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang
berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat
memperoleh data yang diperlukan dalam rangka mengadakan
perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan
rumah susun yang sudah terdaftar;

3. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Untuk mencapai tujuan dari pendaftaran tanah, maka
berdasarkan Pasal 11 PP Nomor 24 Tahun 1997 dilaksanakan
kegiatan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali dan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah.
Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali meliputi pengumpulan dan

pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan



sertipikat, penyajian data fisik dan data yuridis serta penyimpanan
daftar umum dan dokumen, sedangkan kegiatan pemeliharaan data
pendaftaran tanah meliputi pendaftaran peralihan dan pembebanan
hak serta pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

Pemeliharaan data pendaftaran tanah karena terjadinya
peralihan hak atas tanah melalui jual beli, tukar menukar, hibah,
pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak
lainnya kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat
didaftarkan dengan akta yang dibuat oleh PPAT (Pasal 37 ayat (1) PP
Nomor 24 Tahun 1997). Sebagaimana dinyatakan dalam PP Nomor 37
Tahun 1998 Pasal 2 ayat (1) tugas pokok PPAT melaksanakan
sebagian tugas pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai
bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas
tanah dan hak milik satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar
bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan
oleh perbuatan hukum. Dalam penjelasan umum PP Nomor 24 Tahun
1997 bahwa peranan PPAT sangat penting karena akta PPAT
merupakan salah satu sumber utama dalam rangka pemeliharaan data
pendaftaran tanah (Boedi Harsono, 2004: 556).

Akta PPAT sebagai salah satu sumber data bagi pemeliharaan
data pendaftaran tanah, sehingga PPAT dalam melaksanakan fungsi
dan tanggungjawab sebagai pelaksana pendaftaran tanah, akta PPAT

wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang



kuat untuk pendaftaran pemindahan hak dan pembebanan hak yang
bersangkutan. Oleh karena itu, PPAT bertanggung jawab untuk
memeriksa syarat-syarat untuk sahnya suatu perbuatan hukum yang
bersangkutan dengan antara lain mencocokkan data yang terdapat
dalam sertipikat dan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan
(Boedi Harsono, 2003: 510).

Dengan demikian untuk mencapai sistem pendaftaran tanah
yang baik, khususnya dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran
tanah, PPAT dalam melakukan tugasnya harus sesuai dengan
prosedur dan mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku (Harian Pelita, 23 April 2005). Namun dalam praktiknya
masih dijumpai PPAT yang melaksanakan tugasnya tidak sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dimana terjadi
penyimpangan dalam proses pembuatan akta peralihan hak atas
tanah.

Contoh kasus sengketa sebagai akibat PPAT tidak
melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku
terjadi di Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang,
Provinsi Jawa Timur. Persoalan bermula dari jual beli tanah seluas
+ 190 m? atas nama Suprami kepada Ponidi pada tahun 1999. Dimana
saat meminjam, Ponidi menggadaikan tanah yang dibelinya dari
Suprami kepada Suyadi. Sesuai dengan surat pernyataan Ponidi

tertanggal 17 Juni 2008, bahwa Ponidi tidak pernah menjual tanah



tersebut kepada Suyadi dan utang tersebut akan dilunasi setelah
Ponidi memiliki cukup uang. Namun mendadak muncul sertipikat atas
tanah yang dijadikan jaminan utang atas nama Suyadi di atas tanah
milik Ponidi. Terbitnya sertipikat tersebut didasarkan pada akta jual beli
yang dibuat oleh PPAT (selaku Camat Bareng) yang dijadikan alas hak
untuk menerbitkan setipikat atas nama Suyadi

(www.radarminggunews.tk, 3 Januari 2009).

Dari kasus tersebut di atas terlihat adanya pelanggaran yang
dilakukan oleh Camat Bareng selaku PPAT Sementara, karena dalam
proses pembuatan akta peralihan haknya PPAT tidak menghadirkan
para pihak. Hal ini melanggar ketentuan dalam Pasal 38 PP Nomor 24
Tahun 1997, Pasal 101 ayat (1) PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997
dan Pasal 38 PKBPN Nomor 1 Tahun 2006. Selain itu, PPAT juga
tidak membacakan dan menjelaskan isi dari akta tersebut
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 PP Nomor 37 Tahun 1998
dan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 101 ayat (1).

Dari kasus ini, syarat formal berupa keharusan adanya para
pihak dalam proses pembuatan akta tidak terpenuhi, disamping itu
pihak penjual tidak pernah merasa menjual tanah tersebut. Oleh
karena itu, maka akta jual beli yang dijadikan dasar dalam pendaftaran
peralihan haknya menjadi tidak sah, demikian pula sertipikat tanah
yang diterbitkan berdasarkan akta jual beli yang tidak sah, tentunya

tidak sah pula sehingga dapat dibatalkan.



Sengketa pemilikan juga terjadi di Lingkungan Takkalala Barat,
Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang,
Propinsi Sulawesi Selatan, yang berasal dari akta PPAT. Menurut
Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kabupaten Pinrang,
persoalan bermula ketika sertipikat tanah milik A dipinjam oleh sanak
saudaranya (sebut saja B) sebagai jaminan kredit di bank, karena rasa
percaya dan adanya imbalan cukup menarik berupa uang kontan yang
jumlahnya besar, si A meminjamkan sertipikat tersebut. Tanpa
sepengetahuan si A (pemilik tanah), ternyata sertipikat tanah yang
telah diagunkan, dijual oleh istri si B kepada orang lain (sebut saja C).

Proses jual beli tersebut dibuatkan akta oleh Camat
Patampanua selaku PPAT Sementara, tanpa adanya sertipikat. Tetapi
dalam akta dinyatakan bahwa dasar pengalihan hak (jual beli) adalah
sertipikat. Hal ini berarti PPAT telah melanggar ketentuan dalam Pasal
97 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997, karena PPAT Sementara telah
membuat akta tanpa melihat/melampirkan sertipikat asli tanah yang
bersangkutan. Akibat jika ketentuan dalam Pasal 97 PMNA/KBPN
Nomor 3 Tahun 1997 dilanggar, akan menimbulkan ketidakpastian
hukum bagi pemegang hak yang baru. Karena tidak tertutup
kemungkinan bidang tanah yang dialihkan bukan oleh pemilik
sebenarnya yang mengaku sebagai pemilik tanah, sehingga apabila
terlanjur dibuatkan akta pemindahannya akan dapat timbul

permasalahan di kemudian hari.



Jadi, dengan disertakannya sertipikat asli dan dilakukannya
pengecekan sertipikat bertujuan untuk mencegah terjadi unsur
pemalsuan data, sehingga dapat menghindari terjadinya sengketa atas
tanah dan itikad tidak baik dari pihak tertentu terhadap tanah tersebut.
Secara garis besar kasus tersebut dapat dilihat pada Ragaan-1 berikut

ini.

Ragaan-1: Skema contoh kasus akta PPAT di Kabupaten Pinrang

Sertipikat B Bank
I;Iak Mﬂhl; > Pinjam » Sertipikat atas nama A
atas nama Sertipikat A diagunkan
v
Istri B C
Dijual 7 W Pembeli
PPAT Sementara (Camat)

Dibuat akta jual beli, tidak sesuai prosedur

(Pasal 97 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun

1997) dimana:

- sertipikat asli tidak disertakan dalam
proses pembuatan akta

- tidak dilakukan pengecekan sertipikat ke
Kantor Pertanahan

Dari berbagai informasi yang dirangkum, bentuk penyimpangan
yang terjadi adalah: 1) akta peralihan hak yang dibuat tanpa

menunggu proses pengecekan sertipikat selesai dilakukan; 2) adanya



para pihak yang tidak menandatangani akta secara bersama-sama di
hadapan PPAT; 3) satu atau dua orang saksi tidak turut menyaksikan
pembuatan dan penandatanganan akta; dan 4) PPAT yang membuat
akta untuk pembeli dan penjual yang tidak berhak. Adanya akta
peralihan hak yang dibuat tanpa menunggu proses pengecekan
sertipikat selesai dilakukan, dapat berakibat akta cacad hukum karena
tidak tertutup kemungkinan sertipikatnya palsu atau aspal (asli tapi
palsu), atau sudah dinyatakan hapus dan/atau sertipikat tanah telah
diagunkan ke bank (BPN, 1991: 70).

Selain itu, adanya para pihak yang tidak menandatangani akta
secara bersama-sama di hadapan PPAT, dapat berakibat pula akta
cacad hukum karena tidak memenuhi syarat formal suatu akta sebagai
akta otentik. Menurut Pasal 101 ayat (1) PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun
1997 dan Pasal 52 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 1 Tahun 2006 (PKBPN Nomor 1 Tahun 2006), bahwa pada
saat pembuatan akta para pihak atau orang yang dikuasakan harus
hadir di hadapan PPAT. PPAT wajib membacakan akta kepada yang
bersangkutan dan memberi penjelasan mengenai isi dan maksud
pembuatan akta (Pasal 101 ayat (3) PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun
1997). Hal ini agar para pihak mengetahui dengan baik maksud dari isi
akta tersebut sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

Dalam hal kesaksian oleh satu atau dua orang saksi tidak turut

menyaksikan pembuatan dan penandatanganan akta, akan



mengurangi keabsahan suatu akta, karena menurut Pasal 53
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006,
bahwa pembuatan akta PPAT harus disaksikan oleh 2 (dua) orang
saksi. Agar transaksi dapat dipertanggungjawabkan, maka keberadaan
saksi juga mutlak penting, karena apabila salah satu dari pihak penjual
dan pembeli ingkar dan menjadi sengketa, maka kedua saksi inilah
yang akan menjelaskan kepada hakim bahwa mereka benar-benar
telah melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan (Adrian Sutedi,
2008: 88).

Penyebab lain timbulnya kasus tanah yang berasal dari akta
PPAT yaitu PPAT yang membuat akta untuk pembeli dan penjual yang
tidak berhak. Akibatnya jika penjual tidak berhak menjual atau pembeli
tidak berwenang membeli adalah batal demi hukum. Artinya, sejak
semula hukum menganggap tidak pernah terjadi jual beli. Dalam hal
demikian kepentingan pembeli sangat dirugikan (Effendi Perangin,
1994: 2).

Oleh karena PPAT hanya mengkonstatir kehendak para pihak
ke dalam suatu akta dan akta tersebut final setelah ditandatangani
oleh para pihak, sebab tujuan pembuatan akta semata-mata bukti atas
suatu transaksi (Irawan Soerodjo, 2003: 151), maka akta PPAT waijib
dibuat sedemikian rupa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 PP
Nomor 24 Tahun 1997. Dimana PPAT harus benar-benar mengetahui

kedudukan para pihak yang menghadap, apakah bertindak selaku



10

kuasa dari salah satu pihak atau kedua belah pihak, atau penghadap
berkedudukan sebagai wakil perusahaan, artinya ia melakukan
peralihan hak bukan untuk diri sendiri tetapi selaku kuasa/wakil dari
badan hukum (misalnya perseroan terbatas) (Effendi Perangin,
1994: 41-43). Hal ini penting untuk diperhatikan oleh PPAT, karena
kekurangan/kesalahan dalam perumusan/pengisian komparisi akta
dapat mengakibatkan kesalahan pada sertipikat yang disebabkan oleh
akta tersebut.

Adanya kekurangan/kesalahan dalam perumusan/pengisian
komparisi akta maupun terjadinya penyimpangan dapat berdampak
terhadap kualitas dan kepastian hukum sertipikat tanah yang
diterbitkan oleh BPN, sehingga menganggu kinerja BPN dan tidak
menutup  kemungkinan BPN pun akan menjadi tergugat

(www.notarisdenhas.com, 31 Desember 2008). Di samping itu,

kekurangan/kesalahan dalam pembuatan akta yang berakibat akta
cacad hukum, bisa mengakibatkan ditolaknya akta sebagai dasar
permohonan pendaftaran peralihan hak, bahkan tidak menutup
kemungkinan PPAT tersebut dikenakan sanksi sesuai Pasal 62 PP
Nomor 24 Tahun 1997.

Menurut data dari BPN, 13 % lebih kasus tanah berasal dari
PPAT (Sri Rachma Candrawati, 2008: 9), dari jumlah kasus
pertanahan secara nasional yang mencapai 7.497 kasus sengketa dan

konflik pertanahan pada akhir tahun 2007 (http:/issuu.com, 3 Januari
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2009). Lebih Lanjut Joyo Winoto mengatakan ”"Seluruh kasus,
sekarang ini dalam proses penyelesaian. Diharapkan ke depan
masalah sengketa tanah dapat berkurang seiring sikap profesionalisme

yang ditunjukkan petugas PPAT” (www.d-infokom-jatim.go.id, 3 Januari

2009).

Bercermin pada banyaknya kasus tanah yang terjadi, maka
sikap profesionalisme PPAT dan notaris perlu semakin ditingkatkan
terutama dalam menentukan ketetapan hukum yang akan dibuat,
sehingga tidak ada pihak yang dirugikan (Joyo Winoto, www.d-

infokom-jatim.go.id, 3 Januari 2009). Tingkat kemahiran yang tinggi

dan komitmen moral yang mendalam merupakan dua ciri utama dari

kaum profesional (Andrias Harefa dalam http://www.pembelajar.com,

28 Januari 2009). PPAT vyang melaksanakan tugasnya tidak
profesional akan menimbulkan masalah, sehingga berdampak pada
munculnya sengketa tanah, kerawanan dalam masalah hukum
pertanahan dan menyulitkan usaha-usaha untuk mewujudkan
kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah.

Untuk terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik
merupakan dasar perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan,
dimana PPAT juga memiliki peranan penting dalam pelaksanaan
administrasi pertanahan data pendaftaran tanah. Adanya masalah
peralihan hak atas tanah yang dijumpai dalam masyarakat, karena

kurangnya kesadaran mengenai hukum pertanahan untuk
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mendaftarkan setiap terjadinya peralihan hak, maka perlu adanya
peran serta dari PPAT dalam hal ini untuk mendorong masyarakat
mendaftarkan peralihan hak atas tanah mereka. Maka disinilah secara
tidak langsung PPAT untuk menjelaskan ketentuan peraturan yang
ada yaitu PP Nomor 24 Tahun 1997 dan peraturan pelaksanaannya
PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997.

Adanya administrasi pertanahan yang baik ini akan dapat
memberikan jaminan keamanan penggunaan tanah bagi pemiliknya.
Dapat mendorong atau meningkatkan penarikan pajak, meningkatkan
penggunaan tanah sebagai jaminan kredit, meningkatkan pengawasan
pasar tanah, melindungi tanah negara dan mengurangi sengketa tanah
sekaligus dapat menciptakan land information yang baik (Muhammad
Yamin, 2006: 9-10).

Dengan melaksanakan tugasnya secara profesional diharapkan
peran dari PPAT dapat menunjang pendaftaran peralihan hak atas
tanah di Kantor Pertanahan, sehingga kasus-kasus yang ditimbulkan
dari akta PPAT yang cacad hukum atau adanya kekurangan/kesalahan
dalam perumusan/pengisian komparisi dapat diminimalisasi bahkan
dihindari. Dalam hal ini pemeliharaan data pendaftaran tanah dalam
upaya memberikan jaminan kepastian hukum dan terciptanya tertib
administrasi pertanahan yang baik, "up to date” sesuai dengan kondisi
keadaan lapangan yang sebenarnya, serta sesuai dengan asas dari

pendaftaran tanah menurut Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 yaitu



13

asas mutakhir, yang menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah
secara terus-menerus dan berkesinambungan, sebagai usaha agar
jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak dapat terpenuhi.

Penulis mengambil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
(D.l.Yogyakarta) sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan
karena Provinsi D.l.Yogyakarta sebagai kota wisata, budaya dan
pendidikan dengan tingkat kemajuan ekonomi cukup tinggi. Karena
kemajuan ekonomi, maka makin banyak tanah yang tersangkut dalam
kegiatan ekonomi sebagai akibat semakin bertambahnya penduduk
dan terbatasnya persediaan akan tanah. Disamping itu perpindahan
penduduk yang cukup banyak menyebabkan lalu lintas transaksi tanah
menjadi tinggi karena perubahan fungsi tanah, meningkatnya kegiatan
usaha dan pergantian pemilik yang akan berdampak pada tingginya
volume pekerjaan PPAT. Untuk itu diperlukan peranan PPAT agar
dapat bekerja secara profesional dalam melaksanakan jabatannya
sebagai PPAT.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul "PERANAN PEJABAT
PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN
HAK ATAS TANAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA”.
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B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah
dalam 2 (dua) pertanyaan berikut ini.
1. Apa penyebab akta PPAT tidak dapat didaftarkan di Kantor
Pertanahan?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi PPAT dalam

melaksanakan tugasnya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan:
a. penyebab akta PPAT tidak dapat didaftarkan di Kantor
Pertanahan.
b. kendala-kendala yang dihadapi PPAT dalam melaksanakan
tugasnya.
2. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat:
a. memberikan masukan kepada Kantor Pertanahan dan PPAT
untuk peningkatan profesionalisme PPAT.
b. menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang

ke-PPAT-an bagi kajian di bidang hukum pertanahan.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Kendala-kendala yang dihadapi PPAT dalam melaksanakan
tugasnya adalah:
a. kendala internal, yang disebabkan oleh:

1) PPAT tidak memahami prosedur dalam pembuatan akta dan
tata cara pengisiannya;

2) terjadinya benturan waktu dalam melaksanakan tugas-
tugasnya selaku PPAT dan selaku seorang Camat;

3) adanya persaingan dalam mencari klien di antara PPAT,
khususnya PPAT/Notaris.

b. Kendala eksternal

1) Belum merata dan masih rendahnya pengetahuan
masyarakat di bidang pertanahan dengan masih ditemuinya
kekurangan persyaratan dalam proses pembuatan akta;

2) Pelayanan pajak, dalam proses pembayaran BPHTB,
validasi SBB dan penyampaian SPPT PBB Tahun berjalan
yang sering terlambat;

3) Proses pengecekan sertipikat lama dan kewajiban
menggunakan blanko akta mulai dari nomor seri terkecil

untuk nomor akta yang lebih awal.
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2. Penyebab akta PPAT tidak dapat didaftarkan di Kantor Pertanahan
adalah:

a. tidak memenuhi syarat dalam Pasal 103 ayat (2) dan ayat (3)

PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997.

a. Berkas tidak lengkap;

b. Menggunakan surat kuasa mutlak.

b. akta tidak memenuhi syarat sebagai dasar pendaftaran

1) Kesalahan dalam pengetikan data pada akta (syarat
komparisi akta tidak terpenuhi);

2) Akta tidak sesuai dengan perbuatan hukum yang terjadi;

3) Para pihak tidak berhak melakukan perbuatan hukum
peralihan hak atas tanah, termasuk jika penerima hak baru
adalah WNI Non Pribumi (Keturunan Tionghoa); dan

4) Menggunakan blanko akta bukan untuk wilayah kerjanya.

Dengan adanya hal tersebut di atas, diperlukan suatu upaya

agar tercapai jaminan kepastian hukum atas akta yang dibuat, yaitu:

a. peningkatan penyuluhan kepada masyarakat, dengan memberikan
informasi yang benar dan jelas mengenai proses dalam pembuatan
akta dan pendaftarannya di Kantor Pertanahan;

b. peningkatan pelayanan oleh Kantor Pajak, dengan memberikan

kemudahan dalam pengurusan pajak terutama dalam hal waktu;
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c. peningkatan profesionalisme PPAT melalui peningkatan pembinaan
dari dalam organisasi PPAT itu sendiri (IPPAT dan ASPPAT)
terhadap para anggotanya;

d. pembinaan PPAT, baik secara formal dengan melakukan
pembinaan secara rutin berdasarkan anggaran yang tersedia, juga
pembinaan secara tidak formal dengan melakukan pembinaan
kepada PPAT yang datang ke Kantor Pertanahan terutama untuk

sosialisasi peraturan baru.

B. Saran

1. Para pihak baik dari masyarakat, Kantor Pajak, Kantor Pertanahan
dan PPAT agar saling mendukung dan bekerjasama agar tercapai
jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas tanah.

2. Adanya keluhan dari PPAT mengenai proses pengecekan sertipkat
yang lama, maka perlu adanya penggunaan Buku Tanah secara
digital disetiap Kantor Pertanahan untuk memperlancar proses
pelayanan kepada masyarakat dan PPAT khususnya.

3. Karena pelaksanaan tugas ke-PPAT-an oleh Camat sebagai PPAT
Sementara lebih banyak dilakukan oleh Pembantu PPAT, maka
perlu diadakan pelatihan-pelatihan (kursus) kepada para pembantu
PPAT yang ada di Kecamatan. Hal ini sebagai upaya untuk

meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Pembantu PPAT di
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bidang pertanahan, sebagai wujud peningkatan kualitas
ke-PPAT-an.

4. Agar tercapai jaminan kepastian hukum atas akta yang dibuatnya
dan akta tersebut dapat didaftarkan ke Kantor Pertanahan, maka
pelaksanaan tugas PPAT harus sesuai dengan prosedur dan

ketentuan hukum yang berlaku.
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